
BERITA DAERAH KOTA CILEGON 

KOTA CILEGON 

TAHUN: 2018 NOMOR: 36 

PERATURAN WALIKOTA CILEGON 

NOMOR 36 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA CILEGON, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 

Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Wali 

Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 .  

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang . . .  
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5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan PembangunanNasional(Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8 . Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah Dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

Indonesia Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587),sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir 

dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 

Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Dacrah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

11 .  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan ... 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan 

(Lembaran 

Nomor 18, 

Keuangan Badan Layanan Um um 

Negara Republik Indonesia Tahun2005 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) scbagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 

23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012Nomor171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

scbagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan ... 



4 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif 

Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

PengelolaanBarangMilik Negara/ Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5533); 

22. Peraturan Pemcrintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

23. Peraturan Presiden Nomor 32 tentang Pengelolaan Dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor81); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan . . .  
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61  Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 

tentangPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 31  Tahun 2016 tentang PedomanPenyusunan 

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dacrah Tahun 

Anggaran 2017; 

29. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 

tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 

2010 Nomor 5 ); 

30. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Cilegon 

Tahun 2016 Nomor 8 ); 

31 .  Peraturan Dacrah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota 

Cilegon Tahun 2017 Nomor5); 

32. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(LembaranDaerahKotaCilegonTahun 20 18 Nomor 8); 

33. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 107 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota 

Cilcgon Tahun 2016 Nomor 107); 

34. Peraturan . . .  
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34. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 51 Tahun 2017 

tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2017 (Berita 

Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor51); 

Menetapkan 

ME MUTUSKAN : 

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

La po ran realisasi anggaran tahun anggaran 2017 terdiri atas : 

1. Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 

c. Lain-Lain Pendapatan 

Daerah Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

2. Belanja 

Rp652.084.326.149,00 

Rp847.021.219.673,00 

Rp209.732.488.872,00 

Rpl.708.838.034.694,00 

a. BelanjaTidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Hibah 

Rp562.943.533.507,00 

Rp 54.924.890.000,00 

3) Belanja Bantuan Sosial Rp 9.615 .336.000,00 

4) Belanja Bantuan 

Keuangan Rp992.248.096,00 

315 .000.000,00 5) Belanja Tidak Terduga Rp ___: _ 

Rp 628.791.007.603,00 

b. Belanja .... 
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b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang 

DanJasa 

3) Belanja Modal 

Rp 517.203.286.4153,00 

Rp 500.709.558.135,00 

Rp 1.129.364.065.659,00 

Jumlah Belanja Rp 1.758.155.073.262,00 

Surplus/ (Defisit)Rp (49.317.038.568,00) 

3. Pembiayaan: 

Penerimaan 

- Pengeluaran 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Rp 213.286.211.502,00 

Rp 5.000.000.000,00 

Rp 208.286.211.502,00 

4. Sisa lebih pembiayaananggaran 

tahun berkenaan Rp 158.969.172.934,00 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan 

realisasi anggaran. 

Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 5 .. . .  
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Pasal 5 

Peraturan WaliKota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan WaliKota ini dengan penempatannya dalam Serita 
Daerah Kota Cilegon. 

Ditetapkan di Cilegon 

pada tanggal 19 September 2018 

Plt. WALI KOTA CILEGON, 

ttd 

EDI ARIADI 
Diundangkan di Cilegon 

pada tanggal 19 September 2018 

SEK} J2bi± 'AH KOTA CILEGON, 

±E6AH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 36 


